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Abstract: The Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 is one of the phenomenal decisions read at the beginning of 2020. This decision is a verdict regarding the examination of the Fiduciary Law, where the implication is to provide legal protection to debtors. However, a number of problems emerged after the decision, particularly regarding the proportionality between creditors and debtors in the agreement. This is because creditors have an additional burden to execute due to the debtor's broken promises / defaults. Whereas in every contractual relationship, proportionality is required between the two parties, where one party cannot be disadvantaged by the other. To help provide answers to this research, the research method used is the normative research method, which uses primary legal materials in the form of statutory regulations, especially in the field of fiduciary security, and court decisions, in this case the Constitutional Court decision. In addition, secondary legal materials are also used including literature in the field of fiduciary security. The approach method used is the statutory approach, conceptual approach and case approach. The answers / conclusions from this research are: First, the presence of the Constitutional Court Decision 118 / PPU-XVII / 2019 opens room for the lengthy execution of the fiduciary guarantee. In the aspect of the fiduciary guarantee law principle, the Constitutional Court's decision has fundamentally changed the principle of the Execution Parate. Second, the presence of the Constitutional Court decision 118 / PPU-XVII / 2019 opens room for the lengthy execution of the fiduciary guarantee. In the aspect of the fiduciary guarantee law principle, the Constitutional Court's decision has fundamentally changed the principle of the Execution Parate.
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Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah salah satu putusan fenomenal yang dibacakan pada awal tahun 2020. Putusan ini adalah putusan mengenai pengujian UU Fidusia, dimana implikasinya adalah memberikan perlindungan secara hukum kepada debitor. Namun sejumlah masalah hadir pascaputusan tersebut, khususnya mengenai proporsionalitas antara kreditor dan debitor dalam perjanjian. Hal itu disebabkan, kreditor memiliki beban tambahan untuk melakukan eksekusi akibat ingkar janji/wanprestasi debitor. Padahal dalam setiap hubungan kontraktual, dipersyaratkan adanya proporsionalitas antara kedua belah pihak, dimana satu pihak tidak boleh dirugikan dari pihak lainnya. Untuk membantu memberikan jawaban dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya dibidang jaminan fidusia, dan putusan pengadilan yang dalam hal ini adalah putusan MK. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder meliputi literatur kepustakaan di bidang hukum jaminan fidusia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jawaban/simpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, Kehadiran putusan MK 118/PPU-XVII/2019 membuka ruang semakin panjangnya eksekusi terhadap jaminan fidusia. Dalam aspek prinsip hukum jaminan fidusia, putusan MK telah merubah secara mendasar mengenai prinsip Parate Eksekusi. Kedua, kehadiran putusan MK 118/PPU-XVII/2019 membuka ruang semakin panjangnya eksekusi terhadap jaminan fidusia. Dalam aspek prinsip hukum jaminan fidusia, putusan MK telah merubah secara mendasar mengenai prinsip Parate Eksekusi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditor dan Putusan MK 118/PPU-XVII/2019
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Pendahuluan
Evaluasi terhadap produk hukum dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui legislative review dan judicial review. Legislative review adalah sarana evaluasi terhadap produk hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (H.A.S. Natabaya:2006) evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, dan apabila suatu produk hukum dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan dalam bidang tertentu, maka pembentuk undang-undang akan melakukan revisi/perubahan terhadap undang-undang tersebut. Jalur lain dari evaluasi produk hukum adalah melalui judicial review atau disebut sebagai toetsingsrecht van de rechter. Judicial review melakukan evaluasi praktik suatu undang-undang melalui mekanisme pengujian dengan pendekatan UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pengujian akan dilihat, apakah suatu produk hukum sudah memberikan jaminan hak konstitusional terhadap warga negara, jika tidak, maka MK dapat melalukan pembatalan/ pembenahan norma dengan menambah frasa/redaksi norma, atau yang dalam praktik disebut sebagai putusan konstitusional bersyarat (Martitah:2013) Putusan konstitusional bersyarat itulah yang merupakan dari ikhtiyar pembenahan hukum dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. 
Pembangunan hukum berupa pembaharuan dan pembentukan hukum baru yang merupakan hukum nasional mutlak diperlukan. Mochtar Kusumaatmaja menegaskan, bahwa hukum selalu berubah sebagai sarana pembaharuan masyarakat berdasarkan suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan bahkan dianggap mutlak. Pembaharuan terhadap hukum positif kita dewasa ini perlu dilakukan karena masih banyak peraturan yang berasal dari masa kolonial Belanda. Dalam pandangan Mochtar, yang mengadopsi pemikiran dari Rescou Pound, keberadaan hukum adalah dalam rangka untuk mengubah/ mengatur/merekayasa masyarakat, atau yang disebut sebagai law as a tool of social enginering. (Eman Sulainam:2013) Pembangunan hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka menggantikan peraturan peninggalan kolonial sangat diperlukan terutama dalam menunjang pembangunan dalam bidang ekonomi yang dewasa ini berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan dalam bidang ekonomi tanpa diimbangi pembaharuan dan pembentukan hukum yang sesuai akan menimbulkan ketimpangan bahwa dapat membahayakan perkembangan bidang ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu sarana hukum yang dapat menunjang perkembangan ekonomi ini perlu segera dibenahi. (Mochtar Kusumaatmaja:1976). Selain itu dalam melaksanakan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsure pembangunan termasuk di dalam bidang ekonomi dan keuangan (Adi Widjaja:2018)
Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat waktu (Jatmiko Winarno:2013). Dalam memberikan kredit unsur utama dari kredit adalah kepercayaan, kepercayaan dari pihak bank atau lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit dan nasabah selaku penerima kredit (Gentur Cahyo Setiono:2018). 
Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan  di Indonesia adalah Lembaga Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan ini telah lama diterapkan di Indonesia, bahkan sejak zaman kolonial Belanda berdasarkan yurisprudensi, yang pada waktu itu dikenal dengan istilah Fiducary Eigendom Overdracht (FEO) atau penyerahan hak milik secara kepercayaan, yang mengandung pengertian hak milik atas benda diserahkan kepada kreditor namun penguasaan benda tetap pada debitor. 
Jaminan fidusia saat itu masih menimbulkan permasalahan baik terkait pendaftarannya maupun yang terkait eksekusi benda yang dijaminkan. Ketiadaan kepastian hukum terkait pendaftaran dan eksekusi tersebut mengakibatkan lembaga jaminan fidusia kala itu tidak menarik bagi kreditor,oleh karenanya guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik kreditor maupun debitor, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) guna memberikan keadilan dalam perjanjian pinjam-meminjam, diperlukan jaminan terhadap pelunasan kewajiban debitor.
Pelembagaan fidusia baik secara hukum dan praktik, selalu akan melibatkan dua pihak, yakni debitor/penerima fidusia dan kreditor/pemberi fidusia. Oleh karena itu, setiap bahasan mengenai fidusia, baik kreditor dan debitor harus dilakukan berdasar asas proporsionalitas. Secara teori Aristoteles menyatakan bahwa justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality. Lebih lanjut Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya/to give everybody his own (Raymond Wacks:2013). Artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima/praeter proportionem dignitas ipsius. Pada hakikatnya gagasan tersebut merupakan titik tolak bagi pemaknaan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak. Berdasarkan asas tersebut, penelitian ini mendasarkan analisis terhadap jaminan fidusia paska putusan MK untuk melihat dari sisi kreditor. 
Dalam perspektif kredit, jaminan fidusia akan efektif jika kreditor memiliki kemudahan dalam melakukan eksekusi. Karena ciri umum jaminan kebendaan adalah kemudahan dalam melakukan eksekusi apabila debitor wanprestasi. Hal ini berlaku pula terhadap jaminan kebendaan lainnya, misal hak tanggungan, gadai, hipotik dan fidusia itu sendiri. Eksekusi diperlukan guna menjamin pelaksanaan prestasi debitor yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokok. 
Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di dalam UUJF mengenal beberapa cara penjualan barang jaminan untuk dipergunakan sebagai pelunasan kewajiban debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUJF, pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor selama ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penarikan/penyitaan barang jaminan, yang kemudian akan di lelang. Kreditor atau kuasanya yang hendak menarik/menyita kendaraan tersebut biasanya menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. 
UU JF telah memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk menjual atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi), namun kewenangan tersebut tidak termasuk melakukan upaya paksa dalam hal pemberi fidusia tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan yang dikuasainya dalam rangka eksekusi. Apalagi jika upaya penyitaan tersebut terkadang disertai dengan tindak kekerasan. 
Hal tersebut yang dialami oleh Apriliani Dewi. Upaya penyitaan kendaraan bermotor yang dialami oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, pasangan suami istri, yang mobilnya Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF), karena dianggap wanprestasi oleh kreditornya. Atas kejadian yang menimpanya tersebut kemudian Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mengajukan judicial review ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF kepada Mahkamah Konstitusi. 
Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dari perspektif kreditor dalam hal kepentingan hukumnya untuk mendapatkan kembali hak-nya, lantaran penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi melalui pengadilan dinilai tidak efektif, akan menghabiskan biaya dan waktu yang banyak, serta bukan solusi dari tercapainya keadilan dari pihak debitor dan kreditor, karena pada dasarnya debitor dan kreditor harusnya menghargai perjanjian yang telah mereka buat, dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia yang disahkan menjadi akta jaminan fidusia (Ashoya Ratam:2013). Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang mendasari jaminan fidusia, merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban. Konstruksi dari perjanjian pokok tersebut memposisikan kreditor sebagai penyedia dana telah menjalankan kewajiban (prestasi)nya untuk memberikan pinjaman kepada Debitor (hak), sehingga kewajiban (prestasi) bagi debitor untuk mengembalikan pinjaman tersebut adalah hak bagi kreditor. Oleh karena kreditor merupakan pihak yang menunggu dipenuhinya kewajiban (prestasi) debitor, sudah sepantasnya kreditor mendapat perlindungan hukum.
 
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang hendak dikaji adalah :
1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor penerima jaminan fidusiauntuk memperoleh pembayaran kembali atas piutangnya pasca putusan MK 18/PUU-XVII/2019 ?

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang juga disebut penelitian dalam bidang hukum doktrinal. Pada penelitian yuridis normatif, hukum seringkali dikonsepkan sebagai sesuatu yang tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum tersebut seringkali dijadikan sebagai kaidah atau norma yang sebagai patron berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Zainal Asikin:2004) Penelitian ini akan mengkaji mendalam mengenai perlindungan hukum kreditor penerima fidusia dalam memperoleh kembali pembayaran piutangnya yang dijamin dengan lembaga jaminan fidusia pasca putusan Mahkmamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XVII/2019.

PEMBAHASAN
A. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Melakukan Eksekusi  Jaminan Kebendaan
Aprilliani Dewi merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia. Suri Agung Prabowo merupakan suami dari yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia melakukan tindakan penarikan objek jaminan fidusia. 
Dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan para Pemohon, senyatanya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar. 
Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon. Atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik Materiil maupun Immateriil. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Sel menyatakan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PEMOHON I; 3. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,- 4. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-; 5. Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mematuhi isi putusan ini;
Walaupun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara Pemberi dan Penerima Fidusia tersebut di atas, Penerima Fidusia tetap mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan a quo. 
Para Pemohon menilai perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 yang memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan pasal a quo sehingga bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabatserta kehormatan Para Pemohon, sehingga secara mutatis mutandis kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami para Pemohon memiliki hubungan sebab- akibat (causalitas) dengan berlakunya ketentuan pasal yang sedang dimohonkan pengujian a quo.
Putusan ini memberikan angin segara pada pemohon, MK mengabulkan permohonan tersebut. Diktum putusan ini adalah sebagai berikut: 
1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap. 
1. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya ciderajanji”.
1. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan denganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Terhadap putusan MK tersebut dan pertimbangannya, terdapat beberapa silang pendapat antar para pemangku kepentingan, akademisi dan praktisi hukum di bidang jaminan fidusia. Sebelum memberikan analisis terhadap implikasi hukum tersebut, terlebih dulu penulis memberikan komentar sekaligus analisis terhadap ratio decidendi dan diktum putusan tersebut. 
Terhadap putusan tersebut, setidak terdapat beberapa hal yang perlu dibahas: putusan ini adalah putusan yang ultra petita, yakni putusan yang mengeluarkan diktum diluar dari petitum pelaku. Putusan ultra petita adalah Putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon (Ach. Rubaie, Nyoman Nurjaya:2014). Bagian penjelasan dari UU Jaminan Fidusia adalah pasal yang tidak diajukan oleh pemohon untuk diuji, tetapi oleh MK diberikan putusan mengenai pasal 15 UU Jaminan Fidusia mengenai kekuatan eksekutorial. Pasal 15 sebelum kehadiran putusan berbunyi: Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Setelah kehadiran Putusan MK maka, bunyi dari penjelasan pasal tersebut menjadi: terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam putusan tentang UU Jamina Fidusia, MK menempatkan diri sebagai positive legislatore. Pemaknaan terhadap positive legislatore tidak dimaknai secara kaku dimana pengadilan membentuk hukum, tetapi juga dimaknai sebagai pengadilan memberikan ‘penjelasan’ terhadap suatu norma yang dianggap kabur/tidak lengkap. Penjelasan itu dapat berupa penambahan, atau pengurangan terhadap suatu ketentuan pasal atau penjelasan. Dalam Putusan UU Jaminan Fidusia ini, MK memberikan keterangan tambahan, dengan menegaskan bahwa, UU Jaminan Fidusia khususnya pasal yang diuji tetap di anggap sebagai konstitusional apabila mengikuti tambahan yang diikuti oleh MK, yakni: 
1. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
2. frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
3. frasa “kekuatan eksekutorial” dalam penjelasan pasal 15 UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Atas dasar penambahan norma oleh MK inilah, kemudian UU Jaminan Fidusia berubah menjadi:
Terhadap perubahan-perubahan pasal tersebut, terdapat beberapa implikasi. Untuk pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Jika sebelum undang-undang pihak kreditor bisa langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, dengan alasan sertifikat memiliki alasan yang sama seperti putusan pengadilan, maka paska putusan MK itu kreditor tidak lagi bisa melakukan hal tersebut. Paska putusan MK, terdapat dua syarat yang diberikan oleh MK untuk dapat dieksekusinya suatu barang, yakni 1. Jika tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi). 2. Debitor keberatan menyerahkan secara sukarela. Kedua hal ini adalah aspek kumulatif yang kedua-keduanya harus terpenuhi. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, maka kreditor tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dan harus menempuh jalur pengadilan. 
Implikasi selanjutnya terhadap pasal 15 ayat 3 UU Jaminan fidusia. Jika sebelum putusan MK, cidera janji ditentukan secara sepihak oleh pihak kreditor, dan kreditor mempunya hak untuk menjual benda yang menjadi objek jamina fidusia tersebut, maka setelah putusan MK hal tersebut berubah. Terdapat pemaknaan baru terhadap konsep wanprestasi dalam hal ini, yakni terdapat kesepakatan antara kreditor dan debitor, bahwa debitor sudah melakukan yang namanya wanprestasi. MK tidak memberikan tolak ukur secara detail dalam hal ini, kapan, bagaimana  kriteria debitor sudah memenuhi cidera janji? Apakah merujuk pada KUHPerdata, atau berlaku kesepakatan baru antara debitor dan kreditor (akan dibahas dalam sub berikutnya).  
Selanjutnya implikasi terhadap penjelasan pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, jika sebelumnya kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Putusan mengenai penjelasan pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia ini, sebenarnya adalah bentuk penegasan terhadap ketentuan dalam batang tubuh undang-undang. Berdasarkan penjabaran implikasi hukum di atas, maka sebenarnya terdapat konsep-konsep baru dalam putusan MK ini, yakni Kesepakatan tentang cidera janji, dan kesukarelaan. Sayangnya dalam putusan MK ini, keduanya tidak dibahas secara rinci oleh MK. 
Paska putusan MK 118/PPU-XVII/2019, skenario jaminan fidusia dapat diilustrasikan sebagai berikut: Putusan MK 118/PPU-XVII/2019, memberikan konsep baru dalam eksekusi jaminan fidusia, setidaknya paska putusan ini terdapat dua skenario baru dalam eksekusi jaminan fidusia. Yakni melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Melalui pengadilan, apabila perjanjian antara debitor dan kreditor tidak terdapat klausula wanprestasi, dan debitor keberatan atas eksekusi yang ’akan’ dilakukan. Tanpa melalui pengadilan, apabila sudah terdapat klausula wanprestasi dalam perjanjian debitor dan kreditor, di tambah debitor merasa sukarela untuk menyerahkannya.
Skenario ini sebenarnya tampak sederhana, namun ketika melihat praktik yang terjadi mekanisme eksekusi kreditor sering dihadapkan pada debitor-debitor yang berlaku tidak jujur (nakal), sehingga alhasil kepastian kreditor untuk mendapat kepastian hak-nya tentu terganggu. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bahasan berikut. 
Analisis terhadap Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau Dari Kedudukan Kreditor.
Salah satu jenis lembaga pembiayaan yang banyak terlibat dalam jaminan fidusia adalah lembaga Pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (consumer finance company). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen (Munir Fuady:2014). Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi (Sentosa Sembiring:2001) Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance company. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi nonbank maupun oleh bank, tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya. (Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso:2000)
Terdapat empat tipe dalam perusahaan Pembiayaan: (Suwandi Wiratno:2020)
1. Obyek fidusia ada, dan debitor secara fisik juga ada. 
2. Obyek fidusia tidak ada, dan debitornya ada. Dalam hal ini, berarti obyek jaminan fidusia juga sudah dialihkan kepada pihak lain. 
3. Objek Fidusia ada, namun debitor tidak ada secara fisik. Dalam hal ini, debitor sudah melarikan diri dan menyerahkan/mengalihkan objek terhadap orang lain, dan objek fidusia ditemukan oleh kreditor. 
4. Objek fidusia tidak ada, dan debitor tidak ada. Dalam hal ini debitor sudah melarikan diri bersama obyek fidusianya. 
Dalam praktik menurutnya keempat tipe ini sangat sering ditemukan. Secara hukum memang tipe-tipe itu sudah diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Tipe debitor nomor 2, 3, dan 4 adalah tipe-tipe debitor yang dapat dikenakan dengan pasal 35, dan 36 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi, Pasal 35: Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pasal 36: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi secara finansial, tentu lembaga pembiayaan konsumen mengalami kerugian yang siginifikan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah diberikan kepada debitor.
Kehadiran putusan MK akan membuka ruang semakin panjang-nya eksekusi terhadap jaminan fidusia. Dalam aspek prinsip hukum jaminan fidusia, kehadiran putusan MK telah merubah secara mendasar mengenai prinsip Parate Eksekusi. Terdapat pemaknaan kembali terhadap prinsip tersebut paska putusan MK, dimana yang awalnya kehadiran prinsip tersebut adalah dalam rangka mempercepat hak tagihan kreditor, namun paska putusan tersebut, dasar konsep dan mekanisme diperbaharui sehingga sarana untuk mendapatkan kembali hak kreditor semakin panjang.
Pada hak-hak jaminan yang bersifat perbendaan (terkait dengan sifatnya yang didahulukan dan memudahkan bagi pelunasan hak tagihnya), terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari lembaga jaminan khusus. Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi yaitu hak seorang kreditor untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminkan oleh debitor bagi pelunasan hutangnya, dimuka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitor dan tanpa (fiat) izin hakim dan titel eksekutorial. Bila melihat pengertian diatas maka tampak sekali bahwa parate eksekusi ini, memberikan posisi yang sangat terlindungi bagi kreditor. Patutlah dipahami mengapa pembuat undang-undang memberikan hak tersebut bagi kreditor, yaitu semata-mata agar kreditor mendapat kedudukan yang lebih baik bagi pelunasan hak tagihnya dan sangat terkait dengan hak jaminan khusus yang dipegangnya, karena seolah-olah debitor telah menyisihkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya untuk pelunasan hutangnya apabila dikemudian hari ia wanprestasi. (Teddy Anggoro:2007).
Telah disinggung sedikit diatas, lembaga parate eksekusi ditujukan agar kreditor mendapat kemudahan pelunasan hak tagihnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari konsep lembaga jaminan khusus, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kedudukan didahulukan bagi kreditor dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya. Sehingga patutlah dipahami bahwa dimasukkannya lembaga jaminan khusus oleh pembuat undang-undang ditujukan semata-mata bagi kepentingan kreditor, karena bila kita melihat pada sisi kepentingan debitor maka lembaga jaminan umum sudah cukup "mengakomodir". Dengan adanya kemudahan dan kedudukan didahulukan dalam lembaga jaminan khusus, maka sangat besarlah harapan pembuat undang-undang agar roda perekonomian berjalan dengan lancar, khususnya pada bidang pembiayaan usaha (corporate financing), dimana suatu usaha dapat dijalankan atau dapat berkembang pesat dengan adanya pinjaman hutang kredit. Karena bagi pihak yang memberikan pinjaman akan tidak akan segan-segan untuk mengucurkan pinjaman/kreditnya kepada debitor, karena adanya perasaan aman bagi kreditor bahwa piutangnya akan dilunasi dikemudian hari, karena kreditor telah memegang hak kebendaan milik debitor yang memberikan jaminan secara khusus, yang dapat kreditor jual suatu saat apabila debitor wanprestasi. 
Oleh karena itu, dapat dikatakan ketika diantara kreditor dan debitor telah sepakal untuk menggunakan lembaga jaminan khusus, sebagai perjanjian accessoir dari perjanjian hutang-piutangnya, maka tersirat adanya kesepakatan dua belah pihak, dengan percakapan sebagai berikut: kreditor: "saya berikan pinjaman kepada anda (debitor), asalkan anda memberikan jaminan bahwa piutang saya, akan anda lunasi," debitor: "berikanlah pinjaman anda (kreditor), karena saya akan melunasi hutang saya dan silahkan anda pegang harta kekayaan (kebendaan) saya untuk anda ambil pelunasan piutang anda, apabila saya ingkari janji saya ini "Jadi intinya adalah kreditor memberikan pinjaman, karena adanya "kepercayaan lebih", akan pelunasan hak tagihnya (Teddy Anggoro). 
Terdapat dua kelemahan bagi sisi kreditor untuk mendapatkan kembali hak nya melalui pengadilan, yakni biaya dan durasi waktu/lamanya. Terhadap kelemahan yang pertama, seperti yang disampaikan oleh J. Satrio. Ia mengatakan:
bahwa yang namanya menagih hutang melalui suatu gugatan di Pengadilan, dari mulai gugatan dimasukkan sampai pada pelaksanaan eksukusi, baik dizaman dahulu maupun sekarong, memakan waktu yang lama, dan sehubungan dengan itu memakan biaya yang relatif besar. Akibatnya, Bank-bank sebagai lembaga pemberi kredit yang resmi. yang dalam praktek paling banyak menawarkan lembaga gadai- akan enggan untuk memberikan kredit kepada nasabah kecil-kecil, karena kalau terjadi, bahwa nantinya kredit itu macet, maka waktu yang tersita untuk mengurus penagihan akan lama sekali, dan biayanya bisa tidak imbang dengan tagihan yang hendak dikejar melalui gugatan itu (A.S. van Nierop, Hypotheek, 1937, hal. 155-156). Kalau demikian, maka nasabah-nasabah kecil terpaksa akan mencari pinjaman uangnya kepada para lintah darat, yang pada umumnya tidak menuntut banyak syarat, kecuali bunga yang tinggi. Pembuat undang-undang pada waktu itu dihadapkan pada pilihan, ia biarkan orang kecil, yang membutuhkan pinjaman dicekik oleh lintah darat, atau ia berikan kepada Bank suatu sarana yang mudah dalam mengambil pelunasan, yang dengan perkataan lain menyetujui pemberian hak parate eksekusi. Pembuat undang-undang ternyata, demi untuk melindungi rokyat kecil, memilih yang kedua. 
	Kelemahan kedua, adalah mengenai durasi waktu/lamanya untuk menagih, hal ini dikarenakan upaya penagihan ini masuk ke dalam institusi peradilan yang lazim diketahui bersama tidaklah sederhana, melainkan memakan waktu dan prosedur yang panjang. penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi melalui pengadilan dinilai tidak efektif, akan menghabiskan biaya dan waktu yang banyak, serta bukan solusi dari tercapainya keadilan dari pihak debitor dan kreditor, karena pada dasarnya debitor dan kreditor harusnya menghargai perjanjian yang telah mereka buat, dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia yang disahkan menjadi akta jaminan fidusia (Ashoya Ratam:2020). Atas pembahasan tersebut maka dapat dipahami, bahwa putusan MK tersebut tidak sesuai dengan hakikat dari prinsip parate eksekusi dalam jaminan fidusia.
Para pihak dalam jaminan fidusia selalu memiliki masalah dan tantangannya sendiri, Putusan MK memang sudah memberikan jaminan terhadap kepentingan debitor secara kuat. Namun terhadap kreditor masih menjadi problem. Pada pembahasan berikutnya, akan dibahas mengenai desain/penataan kembali aturan hukum mengenai kedudukan keduanya, agar tetap berada dalam koridor asas proporsionalitas, dimana satu dengan lainnya tidak saling merugikan.

B. Jaminan Kepastian Hukum terhadap Kepentingan Hukum Kreditor Penerima Fidusia Untuk Memperoleh Pembayaran Kembali Atas Piutangnya Yang Dijamin dengan Jaminan Fidusia

Arti Penting Kepastian Hukum Untuk Kreditor dalam Pemenuhan Kewajiban Debitor
Peran lembaga pembiayaan, yang merupakan bagian dari lembaga keuangan memiliki peran signifikan dalam masyarakat. Peran tersebut adalah dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat. Perputaran uang yang ada dalam lembaga tersebut, selalu memiliki hubungan antara masyarakat. Semisal masyarakat lambat, dalam mengembalikan uang yang dipinjamnya, atau lembaga tidak memiliki kepastian dalam menerima kembali haknya, maka dalam interen lembaga akan terjadi stagnansi yang berdampak pada siklus perputaran ke konsumen lainnya. Oleh karena itu, adalah lembaga ini sangat dibutuhkan kepastian yang tinggi dan sangat terjamin. Tentu melihat permasalahan ini harus dilihat secara makro, mulai dari sektor-sektor lembaga pembiayaan yang terdampak. 
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan, jadi dalam kegiatan usahanya Lembaga Keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Lembaga Pembiayaan, digunakan sebagai padanan istilah bahasa Inggris (financing institution). Dalam kegiatan usahanya, Lembaga Pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan. Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan. Lembaga Pembiayaan meliputi bidang usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Pembiayaan, antara lain: (Sukirno, Sadono:2003)
1. Leasing (Sewa Guna Usaha)
2. Venture Capital (Modal Ventura)
3. Securities Trade( Perdagangan Surat Berharga)
4. Factoring (Anjang Piutang)
5. Credit Card (Kartu Kredit)
6. Consumers Finance (Pembiyaan Konsumen)
Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat sehagai berikut: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana mayarakat, pengalihan aset (assets transmutation), likuiditas (liquidity), alokasi pendapatan (income allocation), transaksi atau transaction. Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, begitu juga lembaga pembiayaan mengalami pasang surut. Pada dekade ini peran lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank mengalami peningkatan. Ada beberapa faktor yang  mendorong peningkatan peran lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, yaitu:  (Jamal Wiwoho:2014)
1. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan sarana yang menguntungkan untuk tabungan mereka.
2. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi: Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar dan bersumber dari para penabung.
3. Besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di pasar uang tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil akibat denominasinya yang demikian besar. Namun demikian dengan menghimpun dana dan banyak penabung, lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersebut.
4. Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan kompetitif (competitif advantage) terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan.
5. Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Ketidak pastian harus kas unit usaha perusahaan dan individu-individu, akan membahayakan kondisi mereka bila tidak dalam keadaan likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan denda (penaltycost). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas, misalnya deposito.
	Melihat peran perbankan, dan perekonomian yang kian membaik, maka tentunya dalam hubungan lembaga pembiayaan harus memiliki kepastian, agar terjadinya iklim usaha yang sehat dan kondusif. Jika lembaga pembiayaan merasa sulit dalam mendapat kepastian akan haknya maka tentu itu akan mengganggu iklim usaha yang sehat dan tersendatnya distribusi keadilan untuk masyarakat lainnya. 
		Dalam pelaksanann Perjanjian  di lembaga pembiayaan berbagai hambatan yang biasa terjadi disebabkan oleh adanya kelalaian dari pihak lessee, sebagai contoh dalam hal pembayaran yang menjadi kewajiban lessee dalam perjanjian. Pelanggaran perjanjian yang berupa kelalaian dalam pihak lessee tersebut bisa merugukan lessor, terutama apabila kelailaian berpengaruh secara langsung terhadap obyek leasing. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan lessor agar terhindar dari resko kerugian atau kehilangan obyek leasing, karena bagaimanapun juga dalam suatu perjanjian para pihak tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Oleh karena hadirnya Putusan MK, maka tentunya upaya menempuh hak pihak lembaga pembiayaan semakin panjang, alhasil ke depan, tentunya perlu dipikirkan mengenai desain hubungan agar menjamin kepastian hukum antara kreditor dan debitor. 
Ikhwal kepastian memang selalu menjadi tantangan dalam dunia usaha. Dalam dunia usaha, aspek kepastian hukum ada pada tahap post establishment stage atau brown field investment. Pada fase perhatian pada lembaga ditujukan pada sisi stabilitas, prediktibilitas dan kepastian hukum terkait aktifitas usaha, hukum kontrak dan transaksi bisnis pada umumnya. Hal ini sesuai dengan kategori komponen-komponen yang mempengaruhi iklim usaha, yakni: (Mahmul Siregar:2020)
1. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi cost seperti pajak, beban regulasi, pungutan liar (red tape), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi, investasi perusahaan (finance cost) dan investasi di pasar tenaga kerja; 
2. Kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri dari stabilitas makro ekonomi, stabilitas dan prediktibilitas kebijakan, property right, kepastian kontrak dan hak untuk mentransfer keuntungan dan 
3. Hambatan untuk kompetisi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari bisnis, berfungsinya pasar keuangan dan infrastruktur yang baik, serta tersedianya dengan efektif hukum persaingan
Landasan kehadiran UU JF diharapkan mampu memberikan keadilan dalam perjanjian pinjam-meminjam, diperlukan jaminan terhadap pelunasan kewajiban debitor. Jaminan fidusia akan efektif jika kreditor memiliki kemudahan dan kepastian hukum dalam melakukan eksekusi. Oleh karenanya ciri umum jaminan kebendaan adalah kemudahan dalam melakukan eksekusi apabila debitor wanprestasi. Hal ini berlaku pula terhadap jaminan kebendaan lainnya, misal hak tanggungan, gadai, hipotik dan  fidusia itu sendiri. Eksekusi diperlukan guna menjamin pelaksanaan prestasi debitor yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokok. Menurut pendapat Radbruch: (Theo Huijbers:1982)
Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.
Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto “Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat…”. Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu : (Soerjono Soekanto: 1999)
1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat pada aturan tersebut.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.
Kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.Atas bahasan di atas, mulai dari perkembangan lembaga pembiayaan, persebaran, hingga pentingnya kepastian hukum untuk lembaga pembiayaan, maka diperlukan desain hubungan kontraktual di masa mendatang untuk semakin menjamin kepastian bagi kreditor di masa mendatang. 
Desain Hubungan Kontraktual Antara Debitor dan Kreditor di Masa Mendatang dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Kreditor terhadap Pemenuhan Kewajiban Debitor
Putusan MK 118/PPU-XVII/2019, memberikan konsep baru dalam eksekusi jaminan fidusia. Paska putusan ini terdapat dua skenario baru dalam eksekusi jaminan fidusia, yakni melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Melalui pengadilan, apabila perjanjian antara debitor dan kreditor tidak terdapat klausula wanprestasi, dan debitor keberatan atas eksekusi yang ’akan’ dilakukan. Tanpa melalui pengadilan, apabila sudah terdapat klausula wanprestasi dalam perjanjian debitor dan kreditor, di tambah debitor merasa sukarela untuk menyerahkannya. 
Skenario ini sebenarnya tampak sederhana, namun ketika melihat praktik yang terjadi mekanisme eksekusi kreditor sering dihadapkan pada debitor-debitor yang nakal, sehingga alhasil kepastian kreditor untuk mendapat kepastian hak-nya tentu terganggu. Sebenarnya, putusan MK 118/PPU-XVII/2019 adalah wujud dari intervensi negara terhadap perjanjian dalam usahan bisnis yang domainnya adalah ranah privat. Dalam praktik dimasa lalu, rupanya memang terjadi adanya ketidak proporsionalan antara kedua pihak, tidak proporsionalnya itu tentu hadir dengan berbagai alasan, mulai dari pihak debitor yang menjadi subordinat lantara ia membutuhkan jasa dari kreditor, atau kreditor yang merasa superior lantara debitor tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, bahwa kehadiran putusan MK 118/PPU-XVII/2019 adalah era baru dalam kontrak bisnis, dimana ada pemaknaan baru terhadap wanprestasi yang harus dinyatakan secara deklaratif terlebih dulu oleh debitor, baru dapat dilakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia.
Sebelumnya telah dijabarkan bahwa urgensi kepastian hukum dalam dunia bisnis adalah sangat signifikan. Oleh karena itu, dalam desain perjanjian fidusia ke depannya tentu perlu diperhatikan beberapa hal. Sub ini adalah bagian penutup dari penelitian yang akan menjabarkan lebih lanjut mengenai desain kontraktual di masa mendatang antara debitor dan kreditor fidusia, yang akan diawali dengan bahasan asas proporsionalitas sebagai basis desain kontraktual di masa mendatang, selanjutnya akan dibahas mengenai klausula-klausula yang perlu dicantumkan dalam perjanjian sebagai desain baru kontraktual di masa mendatang.
Pertama. Asas proporsionalitas harus diaktualisasikan dalam kontrak di masa mendatang. Tidak boleh ada hubungan antara kreditor dan debitor yang timpang, atau superior satu dengan lainnya. Perkembangan bidang hukum kontrak tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika, kompleksitas serta problematika yang ada di masyarakat. Dinamika ini demikian terasa khususnya dalam perspektif aktifitas bisnis yang semakin global. Dalam bisnis, pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat “setiap langkah bisnis adalah langkah hukum”. Ungkapan ini merupakan landasan utama yang harus diperhatikan para pihak dalam berinteraksi di dunia bisnis, dimana kontrak merupakan simpul utama yang menghubungkan kepentingan mereka. Meskipun seringkali para pelaku bisnis tidak menyadarinya, namun perlu diingat bahwa setiap pihak yang memasuki belantara bisnis pada dasarnya melakukan langkah-langkah hukum dengan segala konsekuensinya. (Agus Yudha Hernoko:2016)
Dimensi kontrak bisnis komersial yang lebih menekankan pada aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis (efficiency and profit oriented), tidak lagi berkutat pada keseimbangan matematis. Konstruksi hubungan para pihak dalam kontrak bisnis komersial justru lebih menekankan pada proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban di antara para pelakunya. Dengan diterimanya prinsip-prinsip universal seperti itikad baik dan transaksi yang adil atau jujur (good faith and fair dealing; reasonableness and equity; redelijkheid en billijkheid; kepatutan dan keadilan) dalam praktik bisnis, membuktikan bahwa yang diutamakan adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan di antara para pihak telah diatur melalui mekanisme pembagian beban kewajiban secara proporsional, terlepas berapa proporsi hasil akhir yang diterima para pihak. Setiap masalah dalam hubungan kontraktual, harus dicari jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak (win-win solution contract), di satu sisi memberikan kepastian hukum dan di sisi lain memberikan keadilan. Meskipun disadari untuk memadukan kepastian hukum dan keadilan, konon merupakan perbuatan yang mustahil, namun melalui instrumen kontrak yang mampu mengakomodir perbedaan kepentingan secara proporsional, maka dilema pertentangan ”semu” antara kepastian hukum dan keadilan tersebut akan dapat dikurangi. Bahkan akan menjadi suatu keniscayaan terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak (win-win contract). Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proposional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang berkontrak. Sekedar menyoal ketidak seimbangan kontraktual berdasarkan bunyi klausul kontrak justru bertentangan dengan esensi hubungan kontraktual yang dibangun para pihak. Pada kontrak bisnis komersial, tujuan para pihak lebih ditujukan membangun hubungan bisnis yang berlangsung fair.(Agus Yudha Hernoko: 2007)
Mencari makna asas proporsionalitas dalam kontrak harus dimulai serta beranjak dari makna filosofis keadilan. Hal ini dapat ditelusuri dalam berbagai pendapat serta pemikiran para filosof dan sarjana. Pandangan Aristoteles, tentang keadilan menurut dalam karyanya “Nichomachean ethics”, adalah berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, ”justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.” Prinsip ini beranjak dari asumsi ”untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Menurut Lyons suatu iklim kontrak yang sesungguhnya, pada hakikatnya memberi peluang bagi perbedaan pendapat, tawar-menawar, atau bahkan perbedaan-perbedaan yang relevan di antara para pihak. Hanya dalam proses seperti ini hasil dari suatu kesepakatan sungguh-sungguh merefleksikan kepentingan semua pihak. Pandangan para filosof serta sarjana tersebut di atas merupakan dasar bagi argumentasi untuk merumuskan makna asas proporsionalitas.
Secara umum asas keseimbangan/proporsionalitas bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi para pihak akan menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, yang dalam beberapa kasus tertentu diperlukan intervensi otoritas tertentu. Pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan menekan aspek keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Dalam konteks ini asas keseimbangan bermakna “equal-equilibrium” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak adalah seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat, khususnya dalam kontrak konsumen. Asas proporsionalitas mempunyai perspektif komprehensif dan dapat ditelusuri melalui karakteristik maupun daya kerjanya. Sebagaimana pendapat P.S. Atijah dalam bukunya “An Introduction to The Law of Contract”, memberikan landasan pemikiran mengenai asas proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis. Menurut P.S. Atijah, pertemuan para pihak dalam mekanisme pasar sesuai dengan apa yang diinginkan (proportion in what they want) merupakan bentuk pertukaran yang adil (fair exchange). Mekanisme ini merupakan dasar fundamental yang melandasi konsep “freedom of choice in exchange – freedom of contract”. Asas proporsionalitas bermakna sebagai ”asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre-contractual, contractual, post contractual). Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak..(Agus Yudha Hernoko: 2007)
Pada prinsipnya, urgensi pengaturan kontrak dalam praktek bisnis adalah hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Sehingga di sini penting adanya pemahaman asas proporsionalitas di dalam pembentukan kontrak. Sebuah kontrak dianggap telah memenuhi asas proporsionalitas (adanya pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional), jika dalam pelaksanaan asas proporsionalitas didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (equability), kebebasan, distribusi-proporsional, yang tidak terlepas dari prinsip kecermatan (zorgvuldigheid), kelayakan (redelijkheid; reasonableness) dan kepatutan (bilijkheid; equity). Konrad Weiget dan Hein Kotz menyatakan bahwa keadilan berkontrak tidak hanya cukup dengan mewujudkan keadilan substansial, namun juga harus dengan pendekatan prosedural yang menekankan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada kontraktan untuk menentukan pertukaran yang fair. (Agus Yudha Hernoko:2013)
Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis, dalam arti tidak sekedar mengatur namun lebih dari itu memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hal ini karena para pelaku bisnis yang lebih paham dan mengetahui seluk beluk berbagai kebutuhan dalam kegiatan bisnisnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia bisnis yang mempertemukan para pelakunya dalam aktifitas bisnis, kontrak merupakan instrumen penting yang senantiasa membingkai hubungan hukum dan mengamankan transaksi mereka. Hampir tiada satu pun aktifitas bisnis yang mempertemukan para pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa kontrak. Kontrak menjangkau begitu luas aspek hubungan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh D.G. Cracknell, “contract is one of the few areas of law with which almost everyone comes into day-to-day contact.(Agus Yudha Hernoko: 2007)
Menurut P.S. Atiyah, kontrak memiliki tiga tujuan, yaitu :
1. Pertama, kontrak wajib untuk dilaksanakan (memaksa) serta memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar
2. Kedua, kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan kekayaan secara tidak adil.
3. Ketiga, kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual.
Paska putusan MK 118/PPU-XVII/2019, kehadiran negara dalam hubungan kontraktual kian terasa, namun putusan tersebut lahir dari ikhwal permasalahan yang dialami debitor, lantaran kenakalan ”salah satu” kreditor. Oleh karena putusan itu bersifat erga omnes, (Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho:2019) Tentu kreditor-kreditor yang telah menjalankan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, dan taat prosedur juga terkena imbasnya. Kehadiran putusan ini meningkatkan posisi dari debitor, tapi tidak untuk kreditor. Sebagaimana dijelaskan sebelummnya, bagaimanapun keadaanya tentu dalam kontrak bisnis, dalam hal ini adalah perjanjian fidusia tetap harus berdasarkan pada asas proporsionalitas. Tidak boleh ada yang dirugikan dalam perjanjian. Skenario paska putusan MK telah menambah prosedur bagi kreditor untuk kembali mendapatkan hak-nya, dan sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bahwa penambahan itu semakin mempersulit kreditor untuk mendapatkan kembali hak-nya, dan diperparah lagi dengan terganggungnya keuangan dan iklim usaha kreditor. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan desain baru hubungan kontraktual untuk melindungi kepentingan kreditor. Hal ini perlu dilakukan agar hubungan kontraktual sesuai dengan teori keadilan menurut menurut John Rawls yang mengedepankan persamaan hak antar semua orang: first each person is to have and equal right to most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. (Terjemahan: pertama bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang).(John Rawls: 1995)
Kedua. Desain baru hubungan kontraktual. Asas proporsionalitas salah satu esensinya adalah menjaga kepentingan kedua belah pihak. Untuk mewujudkan itu, maka ke depan perlu dilakukan desain baru kontrak yakni dalam bentuk mencantumkan klausula wanprestasi secara rigid dalam kontrak. Desain ini adalah dalam rangka untuk menghindari skenario eksekusi melalui pengadilan yang memakan waktu. Putusan MK sudah membuka kesempatan, bahwa kreditor masih diperbolehkan melakukan eksekusi langsung/parate eksekusi apabila di dalamnya sudah diperjanjikan klausula wanprestasi. 
Klausula wanprestasi yang nantinya dicantumkan dalam kontrak adalah secara rigid, mulai dari waktu, tidak terpenuhinya kewajiban, hingga tenggang waktu somasi, dan dipertegas kriteria-kriteria debitor sudah melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian pada umumnya, wanprestasi akan ditetapkan secara deklaratif ketika debitor sudah mendapat somasi sebanyak 3 kali, dan debitor tidak juga memenuhi kewajibannya, maka secara otomatis ia sudah melakukan wanprestasi. 
Jika semua perusahaan pembiyaan melakukan ini, maka dapat dipastikan akan mampu untuk meminimalisir penyelesaian masalah eksekusi ke Pengadilan. Sehingga kepentingan kreditor dan debitor ada dalam garis proporsional. Kreditor tidak merasa kesulitan mendapatkan haknya kembali, dan berimbas positif bagi iklim usahanya. 

Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka ditarik simpulan sebagai berikut: Kehadiran putusan MK 118/PPU-XVII/2019 membuka ruang semakin panjangnya eksekusi terhadap jaminan fidusia. Dalam aspek prinsip hukum jaminan fidusia, putusan MK telah merubah secara mendasar mengenai prinsip Parate Eksekusi. Terdapat perubahan makna terhadap prinsip tersebut paska putusan MK, dimana yang awalnya kehadiran prinsip tersebut adalah dalam rangka mempercepat hak tagihan kreditor, namun paska putusan tersebut, dasar konsep dan mekanisme diperbaharui sehingga sarana dan waktu untuk mendapatkan kembali hak kreditor semakin panjang. Artinya, Putusan MK 118/PPU-XVII/2019 tidak sesuai dengan hakikat awal dari prinsip parate eksekusi dalam jaminan fidusia. 
Pada masa mendatang dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor maka diperlukan desain baru hubungan kontraktual, yakni dalam bentuk mencantumkan klausula wanprestasi secara rigid dalam kontrak. Namun putusan MK sudah membuka kesempatan, bahwa kreditor masih diperbolehkan melakukan eksekusi langsung/parate eksekusi apabila di dalamnya sudah diperjanjikan klausula wanprestasi. 
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